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ABSTRAK  

KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK  

DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH 
 

Oleh:  

MUHAMMAD RAIS FADILAH  

NPM. 1602090045 

 

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini terdapat banyak jenis 

kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah kerjasama antara 

perusahaan ojek online yakni Gojek dengan drivernya yang menggunakan 

klausula baku sebagai dasar hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dengan 

mitra kerjanya. Hal ini menyebabkan timbulnya suatu perjanjian yang menjadi 

suatu aktivitas dalam bisnis ini, salah satunya perjanjian kerja sama antara pemilik 

layanan aplikasi online Gojek dengan mitra kerjanya. Driver Gojek sebagai mitra 

kerja, melakukan perjanjian kerja sama dengan pengelola aplikasi online Gojek 

yang dimuat dalam perjanjian kontrak elektronik atau. Penggunaan klausula baku 

dalam kerja sama antara Gojek dengan driver dinilai tidak fair, terutama bagi 

mitra kerja (driver). Karena cenderung mengabaikan prinsip keadilan, kerelaan, 

dan kemitraan, sehingga ada unsur keterpaksaan dari mitra kerja (driver) untuk 

menerima atau menolak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah 

terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Gojek. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat 

deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi 

kepustakaan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis 

menggunakan cara berpikir induktif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif fiqh 

muamalah, klausula Baku Pada Perjanjian Gojek belum menerapkan prinsip 

maupun asas-asas yang terdapat dalam fiqh muamalah, seperti yaitu prinsip 

ataupun asas keseimbangan, kesetaraan, kejujuran, keadilan dan kebebasan 

berkontrak. Pada praktiknya driver dapat terkena pemutusan perjanjian walaupun 

mereka tidak pernah melakukan pelanggaran yang menjadi penyebab pemutusan 

perjanjian.  Beberapa driver ada  yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka 

tidak setuju dengan beberapa klausul/ peraturan dibuat oleh pihak Gojek. Akan 

tetapi mereka menyetujuinya karena kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka 

untuk menyetujui perjanjian tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan syirkah 

inan yang berarti adalah persekutuan dua orang dalam harta milik untuk 

berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. 

Sedangkan kerugian dari pihak Gojek yaitu apabila penggunaan aplikasi mitra 

atau layanan gojek untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat atau dianggap 

dapat menimbulkan kerugian orang lain.  Di sisi lain pihak Gojek juga dapat 

mengalami kerugian karena pihak Gojek juga dapat dihukum secara administratif 

apabila terdapat ketidaksesuaian identitas pengemudi dengan identitas yang tertera 

di aplikasi. 
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MOTTO  

 

 

 

                                     

Artinya: dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari 

suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara 

yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. 

(Q.S. Al-Anfal: 58)
1
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), 147 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era digital seperti sekarang ini, persaingan usaha berjalan sangat 

ketat, para pelaku bisnis  dituntut menempuh berbagai strategi agar bisnis 

yang dikelolanya dapat berjalan efisien, praktis, dan tidak berbelit. Klausula 

baku merupakan salah satu cara strategis dan praktis karena konten perjanjian 

telah disediakan oleh pihak pengusaha, sedangkan pihak lain yang 

berkehendak menjadi mitra dalam perjanjian, tinggal menyatakan 

persetujuannya. 

Klausula baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format 

tertentu dan massal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan 

posisi tawar-menawar yang lebih kuat, yang di dalamnya memuat klausula-

klausula (pasal-pasal) yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan atau 

diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-

menawar yang lebih lemah selain menyetujui (take it) atau menolaknya (leave 

it), yang bertujuan menghemat biaya, waktu, dan tenaga serta mempermudah 

praktik hukum perancangan dan pelaksanaan kontraknya.
1
 

Klausula baku atau biasa disebut standart contract merupakan 

perjanjian yang dirancang oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, tanpa 

melibatkan proses perundingan dengan pihak lain yang ikut terikat dalam 

                                                 
1
 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), 219 
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perjanjian tersebut substansi perjanjian yang telah terstandarisasi dalam suatu 

format, dimana klausulnya berisi poin-poin yang menjadi telah menjadi 

kebiasaan umum dan telah berlaku dalam praktek bisnis yang telah cukup 

mapan digunakan oleh pelaku usaha pada bidang tertentu.
2
 

Dengan adanya klausula baku pihak lainnya tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula yang akan 

disepakati dan dimuat dalam kontrak. Pada perusahaan, klausula baku sangat 

penting untuk menstabilkan posisi dan eksistensinya dalam hubungan pasar 

eksternal.
3
 

Perkembangan teknologi seperti sekarang ini telah mendorong para 

pelaku bisnis merumuskan perjanjian atau kontrak dalam bentuk elektronik 

yang sering dikenal dengan kontrak elektronik. Perjanjian elektronik yang 

dipadukan dengan klausula baku sangat diminati pengusaha karena dianggap 

praktis dan memberi banyak kemudahan. Dalam usaha bisnis, klausula baku 

juga digunakan dalam bisnis tranpsortasi online sebagai dasar hukum antara 

perusahaan transportasi online dengan mitra  kerjanya.  

Fenomena transportasi online selain menarik minat masyarakat umum 

sebagai pengguna jasa transportasi, juga menciptakan kondisi dimana banyak 

masyarakat yang mendaftarkan diri ke perusahaan untuk bergabung menjadi 

mitra kerja dari perusahaan transportasi online, sebagai driver atau pengemudi 

dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak perusahaan. 

                                                 
2
 Rahandy Rizki Prananda & Zil Aidi, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi 

Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi 

Transportasi Online”, Law, Development & Justice Review, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019, 

156 
3
 Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 1 
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Berbeda dengan perusahaan transportasi konvensional, pada umumnya 

perusahaan transportasi online tidak menyediakan alat transportasi dari 

perusahaan, alat transportasi yang kemudian digunakan driver untuk bekerja 

adalah milik dari driver sendiri ataupun milik orang lain yang sudah terdaftar 

di perusahaan transportasi online. Perusahaan transportasi online berperan 

sebagai penghubung antara driver dengan konsumen pengguna jasa layanan 

tersebut melalui aplikasi yang disediakan dari perusahaan. Jika pada 

perusahaan konvensional, perusahaan wajib memberikan upah atau gaji 

sebagai imbalan atas kinerja karyawannya, perusahaan transportasi online 

sebaliknya tidak, upah yang diterima driver adalah bersumber dari konsumen 

pengguna jasa layananan sesuai tarif yang ditentukan oleh pihak perusahaan. 

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini terdapat banyak jenis 

kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah kerjasama 

antara perusahaan ojek online yakni Gojek dengan drivernya. Gojek selaku 

perusahaan berbasis aplikasi saat ini jangkauan layanannya telah sampai ke 

Kota Metro Provinsi Lampung. Hadirnya Gojek di Kota Metro tentunya 

diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan solusi dan di saat 

yang sama membantu pekerja sektor informal memperoleh pendapatan lebih 

melalui teknologi.  

Penggunaan klausula baku ini juga digunakan sebagai dasar hubungan 

hukum antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra kerjanya. Hal ini 

menyebabkan timbulnya suatu perjanjian yang menjadi suatu aktivitas dalam 

bisnis ini, salah satunya perjanjian kerja sama antara pemilik layanan aplikasi 
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online Gojek dengan mitra kerjanya. Driver Gojek sebagai mitra kerja, 

melakukan perjanjian kerja sama dengan pengelola aplikasi online Gojek yang 

dimuat dalam perjanjian kontrak elektronik atau. 

Kontrak  elektronik yang dibuat oleh provider PT. Gojek Indonesia 

memuat aturan kerjasama kemitraan secara baku dan diberlakukan sama untuk 

semua mitranya. Jika mitra kerja (driver) tersebut menyetujui dengan isi yang 

tercantum dalam econtract, maka mitra kerja (driver) cukup menekan tombol 

klik yang telah disediakan di dalam kontrak elektronik. Pada prinsipnya, 

kontrak terdiri dari suatu perjanjian yang dibuat para pihak dalam kontrak. 

Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (agreement).
4
 Dengan 

kontrak, para pihak yang bersepakat melaksanakan kewajiban hukum yang 

timbul diantara mereka dengan penuh keridhaan. Kontrak elektronik jika 

dikaitkan dengan tujuan perjanjian, tentu bukan hanya menyangkut hak dan 

kewajiban para pihak saja, namun juga mencakup keadilan sebagai substansi 

dari adanya kontrak tersebut sebagaimana fungsi filosofis kontrak yaitu 

mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak. Keadilan yaitu 

apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak.
5
 

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Gojek dan driver memiliki 

kerjasama yang disepakati dalam sebuah kontrak kerja. Akad kerjasama dalam 

Islam biasa disebut dengan syirkah. Syirkah adalah transaksi antara dua pihak 

atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat 

finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Syirkah adalah bentuk organisasi 

                                                 
4
 Ridwan Khairady, Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan), cet 

ke1, (Yogyakarta: UII Press, 2013), 39 
5
 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak., 37 
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usaha yang mempunyai unsur-unsur perkongsian dua pihak atau lebih, 

kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi, pembagian laba atau 

rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian, dan tidak menyimpang dari 

ajaran Islam.
6
   

Syirkah ada beberapa jenis, seperti syirkah ‘inan, sirkah mufawadah, 

syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mudarabah. Sedangkan, jenis 

syirkah yang sesuai dengan kerjasama antara perusahaan ojek dan driver yakni 

syirkah ‘inan. Syirkah ‘inan adalah persekutuan dua orang dalam harta milik 

untuk usaha secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-

sama.
7
 

Dalam hubungan kerja sama antara pihak pengelola aplikasi dan pihak 

mitra bekerja sama untuk suatu usaha dan apabila diperoleh hasil dari usaha 

bersama tersebut, akan dibagi sesuai kesepakatan dengan porsi masing-masing 

pihak di dalam usaha. Penerapan kontrak elektronik di PT. Gojek Indonesia 

yang dilakukan oleh pihak pengelola aplikasi dengan mitra kerja (driver) yaitu 

dengan kontrak kerja sama yang berbentuk kemitraan dengan persentase bagi 

hasil keuntungan sebesar 80% untuk mitra kerja (driver) dan 20% untuk pihak 

pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia). 

Kontrak tersebut telah disediakan oleh pihak pengelola aplikasi dan 

ditandatangani oleh pihak mitra. Sebelumnya mitra kerja (driver) diberi 

kesempatan untuk membaca kontrak tersebut. Pihak pengelola aplikasi juga 

menjelaskan sekilas mengenai isi atau klausul kontrak yang berupa syarat-

                                                 
6
 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 202 

7
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 189 
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syarat atau ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mitra 

dengan tujuan untuk membantu pihak mitra dalam memahami isi kontrak 

baku. Pihak mitra diberi pilihan untuk menerima perjanjian kontrak tersebut 

atau menolaknya. 

Penggunaan klausula baku dalam kerja sama antara Gojek dengan 

driver dinilai tidak fair, terutama bagi mitra kerja (driver). Karena cenderung 

mengabaikan prinsip keadilan, kerelaan, dan kemitraan, sehingga ada unsur 

keterpaksaan dari mitra kerja (driver) untuk menerima atau menolak. Kontrak 

elektronik yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia sudah sesuai dengan 

aturan yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Namun, kontrak elektronik tersebut disusun dan dibuat 

oleh pihak PT. Gojek Indonesia tanpa ada keterlibatan mitra kerja (driver) 

untuk memberikan sanggahan, tambahan dan koreksi dari isi klausul yang 

diperjanjikan baik di tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak. 

Pada  klausula baku yang diterapkan PT. Gojek terdapat unsur 

ketidakseimbangan karena klausul perjanjian telah dibuat secara baku oleh 

pihak pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia) yang bertujuan untuk 

memproteksi dirinya dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh mitra 

kerja (driver) dan tidak diberi kesempatan pihak mitra untuk memberikan 

pendapat, saran ataupun kesempatan untuk merevisi klausul perjanjian baku 

tersebut. 

Driver tidak dapat merubah atau mengkoreksi isi klausul tersebut. Hal 

tersebut yang mengakibatkan kontrak elektronik bersifat kaku, karena isi 
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klausul tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak pengelola aplikasi (PT. 

Gojek Indonesia). Kontrak elektronik yang dilakukan di PT. Gojek Indonesia 

tersebut dapat disamakan dengan perjanjian baku dikarenakan kontrak 

elektronik tersebut dibuat secara sepihak dan ketiadaan negosiasi oleh pihak 

lainnya. 

Berdasarkan permasalahan perjanjian kontrak kerjasama yang 

disepakati antara mitra pengendara dengan PT.Gojek Indonesia yang terkesan 

mengikat dan banyak merugikan bagi pihak driver, oleh sebab itu peneliti 

tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan 

judul: Klausula Baku Pada Perjanjian Gojek dalam Perspektif Fiqh 

Muamalah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “bagaimana tinjauan fiqih 

muamalah terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Gojek?” 

C. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap Klausula Baku 

Pada Perjanjian Gojek. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Secara Teoritis 

1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan 

pengembangan teoritis baru.  

2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang 

serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan perkembangan zaman. 

b. Secara Praktis  

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen 

masyarakat agar tidak mempraktekkan kegiatan muamalah yang 

dilarang oleh Allah SWT. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki 

sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan 

mu’amalah khususnya perihal kontrak kerjasama. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian pustaka (library research) adalah suatu penelitian 

yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan 

menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-

buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang 

diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan 

materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk 
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menyusun suatu laporan ilmiah.
8
 Terkait dengan penelitian ini, bahwa 

library research yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengkaji sumber-sumber pustaka yang di dalamnya membahas tentang 

klausula baku pada perjanjian Gojek perspektif fiqh muamalah.  

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif 

yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan 

pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.
9
. Menurut Cholid 

Narbuko dan Abu Achmadi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan 

menginterpretasi.
10

 Deskriptif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 

suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan tinjauan fiqh muamalah 

terhadap klausula baku pada perjanjian Gojek. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh.
11

 Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam 

sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

                                                 
8
 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), 95-96 
9
 Ibid., 97 

10
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), 44 
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 172. 
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orang lain atau lewat dokumen.
12

 Sumber data sekunder dalam penelitian 

hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut: 

a. Bahan Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena 

dikeluarkan oleh pemerintah.
13

 Bahan primer pada penelitian ini yaitu 

Klausula Baku pada Aplikasi Gojek. 

b. Bahan Sekunder  

Bahan sekunder adalah bahan-bahan hukum yang membahas 

bahan primer.
14

 Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder 

adalah buku-buku yang berkaitan dengan klausula baku pada perjanjian 

Gojek perspektif fiqh muamalah, seperti:  

1) Abdul Aziz. Etika Bisnis Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta, 

2013.  

2) Abdul Manan. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2012.  

3) Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2010.  

4) Fathurrahman Djamil. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2015.  

5) Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.  

6) Rachmat Syafei. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.  

7) Zainuddin Ali. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 

2009  

                                                 
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

137  
13

 Burhan Ashafa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103 
14

 Ibid  
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c. Bahan Tertier  

Bahan tersier adalah bahan-bahan hukum yang bersifat 

menunjang bahan primer dan sekunder.
15

 Bahan tertier pada penelitian 

ini di antaranya yaitu kamus dan bahan dari internet yang berkaitan 

dengan klausula baku pada perjanjian Gojek perspektif fiqh muamalah.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
16

   

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti 

menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah 

awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode 

pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi 

melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, 

maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 

penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi 

lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang 

pada situasi sosial yang diteliti.
17

 

                                                 
15

 Ibid., 104 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian., 224 
17

 Ibid., 291 
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Studi Kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan 

dengan klausula baku pada perjanjian Gojek perspektif fiqh muamalah. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain.
18

 Analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan 

teknik analisis isi (content analysis) dan dengan cara berfikir induktif. 

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan 

dari manusia.
19

 

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan 

menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti 

(makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. 

Analisis isi (content analysis) adalah sebuah metode analisis yang 

integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka 

untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.
20

 

                                                 
18

 Ibid., 244 
19

 Burhan Ashafa, Metode Penelitian., 16. 
20

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 

147 
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Cara berfikir induktif, yaitu yaitu metode yang membahas masalah 

khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari 

fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan 

sifat umum”.
21

 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data 

didapatkan hari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-

undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan klausula baku pada 

perjanjian Gojek perspektif fiqh muamalah. Kemudian bahan yang sudah 

ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan 

dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga 

diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan 

tujuan penelitian yang diinginkan. 

E. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. 

Beberapa hasil kutipan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait di 

antaranya:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulian Nur Fatkhurohman dengan judul: 

“Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek dengan Driver Go-Car 

di Yogyakarta dalam Perspektif Maslahah Mursalah” pada tahun 2018. 

Tulisan ini menjelaskan tentang permasalahan yang dialami driver Go-

                                                 
21

 Sutrisno Hadi, Metodelogi Reasearch,  (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42 
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Car seperti kejadian order fiktif yang banyak beredar dan meresahkan 

para driver. Tidak hanya itu ada juga driver yang diberhentikan sepihak 

karena dituduh melakukan order fiktif. Ada lagi tidak adanya payung 

hukum dan masalah penetapan tarif secara sepihak yang merugikan para 

driver. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama: dalam 

hubungan kemitraan perusahaan GOJEK dengan driver GO-CAR di 

Yogyakarta perusahaan masih memandang driver sepihak dan masih 

mengutamakan konsumen, kedua: analisis hubungan kemitraan antara 

perusahaan GOJEK dengan driver GO-CAR di Yogyakarta dalam 

perspektif maslahah mursalah belum sepenuhnya dilakukan oleh 

perusahaan GOJEK, dilihat dari Undang-Undang dan Mashlahah 

Mursalah masih ada kekurangan perusahaan yang belum sesuai terutama 

dalam masalah saling percaya, membutuhkan dan menguntungkan kedua 

belah pihak karena masih sering sepihak dalam mengambil keputusan 

tanpa memperhatikan pihak mitranya.
22

 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas kerjasama antara 

perusahaan ojek online dengan driver. Akan tetapi kajian yang diteliti 

berbeda. Kajian yang diteliti pada penelitian relevan di atas adalah 

perspektif maslahah mursalah, sedangkan pada penelitian ini yaitu 

perspektif fiqih muamalah, khususnya perihal klausula bakunya.   

                                                 
22

 Yulian Nur Fatkhurohman, Hubungan Kemitraan antaraPerusahann Gojek dengan 

Driver Go-Car di Yogyakarta dalam Prespektif Maslahah Mursalah, Skripsi di Surakarta, 2018, 

dalam http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2400/, diakses pada tanggal 11 Februari 2021 

http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2400/1/YULIANA%20NUR%20FATKHUROHMAN.pdf
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Aristama, dengan judul 

“Tinjuan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara Perusahaan 

dengan Driver Berbasis Online” pada tahun 2018. Tulisan ini 

menjelaskan tentang sistem bagi hasil antara perusahaan Gojek dengan 

driver Gojek dan tinjuan hukum Islam terhadap bagi hasil tersebut. Hasil 

penelitian relevan ini menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil antara 

perusahaan dengan driver berbasis online adalah sistem bagi hasil yang 

terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. 

Sistem bagi hasil antara perusahaan dan driver Gojek adalah 20% : 80%. 

Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver 

menerima bagian 80%. Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver 

adalah bagi hasil dalam hal keuntungan saja. Sementara jika terjadi 

kerugian, maka akan ditanggung sendiri oleh driver dan tidak ada 

pertanggung jawaban dari perusahaan. Praktik sebagaimana disebut di 

atas, belum sesuai dengan hukum Islam, khususnya yang terkait dalam 

syaratsyarat akad syirkah.
23

 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas kerjasama antara 

perusahaan ojek online dengan driver. Akan tetapi fokus penelitian yang 

diteliti berbeda. Fokus penelitian yang diteliti pada penelitian relevan di 

atas adalah sistem bagi hasilnya, sedangkan pada penelitian ini yaitu 

                                                 
23

 Ardiansyah Aristama, Tinjuan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara Driver 

dan Perusahaan Berbasis Online, Skripsi di Bandar Lampung, 2018, dalam http:// 

repository.radenintan.ac.id/5288/, diakses pada tanggal 11 Februari 2021 

http://repository.radenintan.ac.id/5288/1/SKRIPSI.pdf
http://repository.radenintan.ac.id/5288/1/SKRIPSI.pdf
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perihal penyusunan akad kerjasamanya yang ditinjau dari perspektif fiqih 

muamalah, khususnya perihal klausula bakunya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Galih Sumantri, dengan judul “Sistem 

Bagi Hasil Antara Pengelola dengan Sopir Gojek di Bandung: Perspektif 

Hukum Positif dan Hukum Islam”. Permasalahan penelitian tersebut yaitu 

ketidakjelasan sistem bagi hasil antara pengelola Gojek dengan sopir 

Gojek yang diterapkan pada perusahaan Gojek di daerah Bandung sudah 

sesuai dengan hukum Islam dan perjanjian kerja sesuai dengan hukum 

positif. Hasil penelitian relevan tersebut menyimpulkan bahwa  sistem 

bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Gojek telah sesuai dengan 

sistem bagi hasil secara Islami dan kerjasama yang dilakukan antara 

kedua belah pihak telah sesuai dengan sistem kerjasama musyarakah yang 

Islami. Dilihat dari Undang-undang tentang perjanjian kerja pasal 52 dan 

54 UU No.13/2003, dan pasal 1320 KUH Perdata kontrak perjanjian 

kerjasama Gojek juga telah sesuai.
24

 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas kerjasama antara 

perusahaan ojek online dengan driver. Akan tetapi fokus penelitian yang 

diteliti berbeda. Fokus penelitian yang diteliti pada penelitian relevan di 

atas adalah sistem bagi hasilnya, sedangkan pada penelitian ini yaitu 

penyusunan akad kerjasamanya. Selain itu, kajian yang diteliti juga 

berbeda. Kajian yang diteliti pada penelitian relevan di atas adalah 

                                                 
24

 Galih Sumantri, “Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola dengan Sopir Gojek di Bandung: 

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, dalam https://www.syekhnurjati.ac.id/ diakses pada 

tanggal 11 Februari 2021 
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perspektif hukum positif dan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini 

ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, yang secara khusus membahas 

klausula bakunya. 

 

 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

 

A. Klausula Baku  

1. Pengertian Klausula  Baku 

Klausula baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam 

format tertentu dan massal (banyak) oleh pihak yang mempunyai 

kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat, yang di dalamnya 

memuat klausula-klausula (pasal-pasal) yang tidak dapat dan tidak 

mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai 

kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah selain menyetujui 

(take it) atau menolaknya (leave it), yang bertujuan menghemat biaya, 

waktu, dan tenaga serta mempermudah praktik hukum perancangan dan 

pelaksanaan kontraknya.
1
 

Perjanjian baku adalah perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau 

pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengannya tanpa kecuali, 

dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta  dibangun oleh syarat-

syarat standar, ditawarkan kepada  pihak lain untuk disetujui dengan 

hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk 

melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan.
2
 

Klausula baku atau biasa disebut standart contract merupakan 

perjanjian yang dirancang oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, 

                                                 
1
 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), 219 

2
 Ahmad Fikri Assegaf, Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku, (Jakarta: Pusat Studi 

Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014), 16 
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tanpa melibatkan proses perundingan dengan pihak lain yang ikut terikat 

dalam perjanjian tersebut substansi perjanjian yang telah terstandarisasi 

dalam suatu format, dimana klausulnya berisi poin-poin yang menjadi telah 

menjadi kebiasaan umum dan telah berlaku dalam praktek bisnis yang telah 

cukup mapan digunakan oleh pelaku usaha pada bidang tertentu.
3
 

Dengan adanya klausula baku pihak lainnya tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula yang akan 

disepakati dan dimuat dalam kontrak. Pada perusahaan, klausula baku 

sangat penting untuk menstabilkan posisi dan eksistensinya dalam 

hubungan pasar eksternal.
4
 

2. Penggolongan dan Ciri-Ciri Klausula Baku 

Mariam Badrulzaman, sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin, 

menggolongkan 3 (tiga) jenis klausula baku, yaitu:  

a. Klausula baku sepihak, adalah kontrak yang isinya ditentukan oleh 

pihak yang kuat kedudukannya, misalnya kreditur yang lazimnya 

mempunyai posisi ekonomi kuat dibanding dengan debitur.  

b. Klausula baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah klausula baku 

yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.  

c. Klausula baku ditentukan Notaris atau Advokat, yang disediakan untuk 

memenuhi permintaan dari anggota masyarakat, yang dalam 

kepustakaan Belanda jenis ini disebut contract model.
5
 

 

Secara konkrit, klausula baku yang berkembang dalam praktik 

hukum kontrak mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut: 

                                                 
3
 Rahandy Rizki Prananda & Zil Aidi, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi 

Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi 

Transportasi Online”, Law, Development & Justice Review, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019, 

156 
4
 Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 1 

5
 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak., 219 
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a. Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai 

kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat daripada pihak 

lainnya.  

b. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, 

tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan subtansi kontrak.  

c. Pihak yang kedudukan atau posisi tawarnya, lebih lemah menyepakati.  

d. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal 

(jumlahnya banyak).
6
 

 

3. Keabsahan Klausula Baku  

a. Persyaratan Formal (Prosedural) sahnya suatu klausula baku 

Mariam Darus Badrulzaman, sebagaimana dikutip Syaifuddin, 

menyimpulkan bahwa klausula baku bertentangan dengan asas 

kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, apalagi ditinjau dari 

asas-asas hukum nasional yang mendahulukan kepentingan 

masyarakat.
7
 

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, 

sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin yang menegaskan bahwa kesahan 

berlakunya klausula baku tidak perlu lagi dipersoalkan, karena 

eksistensinya sudah merupakan kenyataan yang meluas dalam dunia 

bisnis, dan lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri, dan lahir dari 

kebutuhan masyarakat sendiri. Sekalipun kesalahan berlakunya 

memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan 

klausula baku yang sangat “berat sebelah” dan mengandung “klausul 

yang tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya sehingga 

kontrak itu merpakan kontrak menindas dan tidak adil.
8
 

                                                 
6
 Ibid 

7
 Ibid., 221 

8
 Ibid 
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b. Persyaratan Materiil (Subtansif) Sahnya suatu klausula baku 

Secara subtansif, Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHP perdata 

memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan 

materiil (subtansif) untuk menentukan sahnya suatu klausula baku 

yang memuat klausula yang secara tidak wajar dan tidak seimbang 

dapat merugikan suatu pihak dalam kontrak. Pasal 1337 KUHPerdata 

memuat ketentuan limititatif yang melarang suatu kontrak 

mengandung kausa yang dilarang oleh undang- undang, bertentangan 

dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Pasal 1339 KUH Perdata 

memuat ketentuan enumeratif yang menegaskan bahwa kontrak tidak 

hanya mengikat untuk halhal yang tegas dinyatakan di dalamnya, 

tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari kontrak itu 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, undang-undang. Jadi 

berdasarkan pasal ini, secara acontrario dapat ditafsirkan bahwa hal-ha 

yang dilarang dalam kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang adalah 

persyarat materiil (subtansif) yang harus dipenuhi dalam membuat 

suatu kontrak.
9
 

Berdasarkan pendapat diatas kesahan klausula baku tidak perlu 

diragukan karena telah adanya kesepakatan dari para pihak, akan tetapi 

membuat terjadinya tidak adanya kebebasan berkontrak. 

 

 

                                                 
9
 Ibid., 225 
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B. Kerjasama (Syirkah)  

1. Pengertian Syirkah  

Secara etimologi, syirkah atau perkongsian berarti:  artinya: 

“percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan 

lainnya, dapat dibedakan antara keduanya.”  Menurut terminologi, ulama 

fiqih beragama pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: 

a. Menurut Malikiyah adalah “perkongsian adalah izin untuk 

mendayagunakan (tasharruf) harta yang di miliki dua orang secara 

bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan 

kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, 

namun masing-masing memiliki  hak untuk bertasharruf.” 

b. Menurut Hanabillah adalah “perhimpunan adalah hak (kewenangan) 

atau pengelolahan harta (tasharruf).” 

c. Menurut Syafi’iyah adalah “ketetapan hak pada sesuatu yang dimilki 

dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).” 

d. Menurut Hanafiyah adalah  “ungkap tentang adanya transaksi (akad) 

antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan”.
10

 

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, sebagaimana dikutip 

oleh Mardani, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam 

hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu 

dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
11
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Setelah diketahui definisi-definisi syirkah di atas, sekiranya dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara 

dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya 

ditanggung bersama.
12

 

2. Dasar Hukum Syirkah  

Syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an, 

sunnah. Dasar Al-Qur’an antara lain:
13

 

a. Q.S An-Nisaa’ (4) ayat  12 

ا ... ُّلثُِ مِنْ  فاَِنْ كََنوُْْٓ ءُ فِِ الث كََۤ  ...اكَْثَََ مِنْ ذٰلَِِ فهَمُْ شَُُ
Artinya: ... tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 

seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu... (Q.S. An-

Nisaa’: 12)
14

 

b. Q.S. Shad (38) ayat 24,  

ْٓمَنوُا  ... ينَ آ ِ لََّّ الََّّ
ِ
نَّ كَثيًِرا مِنَ الخُْلطََاءِ ليََبْغِي بعَْضُهمُْ علَََٰ بعَْضٍ ا

ِ
وَا

الِحَاتِ وَقلَِيلٌ مَا هُُْ ۗ  ...وَعََِلوُا الصَّ
Artinya: ... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang 

yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini…" 

(Q.S. Shad: 24)
15

 

 

Berdasarkan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 12 di atas, pengertian 

syuraka’ adalah bersekutu dalam emmiliki harta yang diperoleh dari 

warisan. Sedangkan dalam surah Shad ayat 24, lafal al-khulatha diartikan 
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syuraka’, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk 

dikelola bersama.
16

  

Ayat-ayat di atas mengindikasikan persetujuan Allah SWT 

terhadap adanya perkongsian yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12 

terjadi secara otomatis (ijhar) karena kewarisan, sementara yang terdapat 

dalam surat Sad ayat 24, perkongsian tercipta berdasarkan akad 

(ikhtiyar).
17

 

Adapun dasar dari Sunnah antara lain yaitu sebagai berikut:  

a. HR Abu Dawud Kitab Al Buyu’ dari Abu Hurairah: 

نْ  ِيكَيِْْ مَا لمَْ يََُ نَّ اَلله يقَُولُ آَنََ ثََلِثُ الشََّّ
ِ
عَنْ آَبِِ هُرَيْرَةَ رَفعََهُ قاَلَ ا

مَا  ذَا خَانهَُ خَرَجْتُ مِنْ بيَنِِِْ
ِ
 آَحَدُهَُُا صَاحِبَهُ فاَ

Artinya: Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi saw:” 

Sesungguhnya Alloh berfirman:” Aku adalah orang yang ketiga dari 

dua orang yang bersyirkah, selama tidak mengkhianati salah satu dari 

keduanya pada saudaranya. Maka ketika ia mengkhianati pada 

saudaranya, maka Aku keluar dari syirkah mereka berdua.” 

 

b. HR Nasai dari Abdullah bin Mas’ud: 

كْتُ آَنََ وَعَََّارٌ وَسَعْدٌ يوَْمَ بدَْرٍ فجََاءَ سَعْدٌ بِأسَِيَريْنِ  ِ قاَلَ اشْتَََ عَنْ عَبْدِ اللََّّ

ءٍ   وَلمَْ آَجِئْ آَنََ وَلََّ عَََّارٌ بِشََْ
Artinya: Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. ia berkata: “Saya 

bersyirkah dengan ‘Ammar dan Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh 

pada Perang Badar. Kemudian Sa’ad datang dengan membawa dua 
orang tawanan, sedangkan saya dan ‘Ammar datang dengan tidak 

membawa apa-apa”. 

 

Berdasarkan beberapa hadis di atas jelaslah bahwa syirkah 

merupakan akad yang dibolehkan oleh syara’. Selain dasar dari Al-Qur’an 
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dan Sunnah, para ulama juga sepakat tentang dibolehkannya syirkah 

secara global (umum).
18

  

Taqrir Nabi adalah ketetapan Nabi atas sesuatu yang dilakukan 

orang lain, yang merupakan satu metodologi yang bisa digunakan untuk 

menetapkan suatu hukum. Relevan dengan akad syirkah, setelah 

Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, masyarakat telah mempraktekkan 

kontrak musyarakah, kemudan Rasulullah menetapakan akad musyarakah  

sah untuk digunakan masyarakat, sebagaimana banyak juga hadits 

Rasulullah yang menjelaskan keabsahan akad syirkah. Taqrir ini bisa 

digunakan sebagai landasan hukum atas keabsahan penggunaan akad 

syirkah.
19

 

3. Rukun dan Syarat Syirkah  

a. Rukun Syirkah  

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama mazhab, 

menurut ulama hanafiah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qobul, 

sebab ijab dan qobul (akad) yang menentukan  adanya syirkah. 

Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian 

syirkah, dan harta adalah di luar hakekat dan dzatnya perjanjian 

syirkah.
20
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b. Syarat Syirkah  

Syarat-syarat syirkah adalah sebagai berikut: 

1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. 

Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek 

perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil 

seluruh pihak yang berserikat. 

2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak 

yang berserikat di jelaskan ketika berlangsungnya akad. 

3) Keuntungan itu di ambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan 

dari harta lain.
21

 

4. Jenis-Jenis Syirkah 

Jenis-jenis syirkah ada dua, yaitu syirkah kepemilikan (amlak) dan 

syirkah akad (‘uqud). 

a. Syirkah Al Amlak 

Syirkah milik yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih 

dari suatu properti.  Syirkah milik terbagi dua bagian: 

1) Syirkah ikhtiyariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang 

timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh A 

dan B membeli sebidang tanah, atau dihibahi, atau diwasiati 

sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya menerima hibah atau 

wasiat tersebut. Dalam contoh ini pemebli yaituu A dan B, orang 

yang dihibahi dan orang yang diberi wasiat (A dan B) bersama-
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sama memiliki tanah atau rumah tersebut, secara sukarela tanpa 

paksaan dari pahak lain.  

2) Syirkah jabariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang 

timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, 

melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Contoh: A dan B 

menerima warisan sebuah rumah. Rumah tersebut dimiliki A dan B 

secara otomatis dan keduanya tidak bisa menolak.
22

 

b. Syirkah Al-Akad 

Syirkah akad ini merupakan bentuk transaksi antara dua orang 

atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.
23

 Syirkah 

al-aqd sendiri ada empat (Mazhab Hambali memasukkan syirkah 

mudharabah sebagai syirkah al’aqd yang kelima), satu yang disepakati 

dan tiga yang diperselisihkan, yaitu:  

1) Syirkah al-amwal atau syirkah al-‘Inan 

Syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. 

Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan 

berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan 

dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan 

tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja 

atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan 

kesepakatan mereka.
24
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2) Syirkah al-mufawadhah 

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua 

orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari 

keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak 

membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, 

syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana 

yang diberkan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh 

masing-masing pihak. Madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan 

jenis musyarkaah ini, tetapi dengan memberikan banyak batasan 

terhadapnya.
25

 

3) Syirkah al-a’mal atau syirkah Abdan, 

Menurut Sayid Sabiq, syirkah abdan adalah kesepakatan 

antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan 

dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai 

dengan kesepakatan.
26

  

Syirkah al a’mal adalah kontrak kerja sama dua orang 

seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi 

keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang 

arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang 

penjahit untuk menerima pembuatan order seragam sebuah 

kantor.
27

  

 

                                                 
25

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh., 212 
26

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat., 351 
27

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh., 212-213 



 

 

29 

4) Syirkah al-wujuh 

Syirkah wujuh didefinisikan oleh Sayid Sabiq, yaitu 

bahwa syirkah wujuh adalah pembelian yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan 

berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para 

pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu 

dalam keuntungan.
28

  

5. Hal yang Membatalkan Syirkah 

Perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua hal. Ada 

perkara yang membatalkan syirkah secara umum dan ada pula yang 

membatalkan sebagian yang lainnya. 

a. Pembatalan syirkah secara umum  

1) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu 

2) Meninggalnya salah seorang syarik. 

3) Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang. 

4) Gila.  

b. Pembatalan secara khusus sebagian syirkah 

1) Harta syirkah rusak 

2) Tidak ada kesamaan modal.
29
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C. Syirkah ‘Inan 

1. Pengertian Syirkah ‘Inan 

Syirkah ‘inan adalah persekutuan dua orang dalam harta milik 

untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian 

bersama-sama.  Al-farra’ mengatakan bahwa “al-’inan” berasal dari kata 

‘anna al-syai’ yang berarti muncul sesuatu. Dikatakan syirkah ‘inan 

karena kemauan untuk berkongsi muncul dari masing-masing pihak, 

artinya tidak ada paksaan. Kerjasama untuk menjalankan usaha dan 

membagi hasilnya muncul dari masing-masing pihak.
30

 

Menurut wahbah al-Zuhaili, syirkah ‘inan adalah persekutuan 

antara dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai 

modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka dibagi 

bersama, bila terjadi kerugian juga di tanggung bersama. Ulama bersepakat 

bahwa syirkah ‘inan diperbolehkan. 

Disebut syirkah inan karena kedua belah pihak sama sama 

berpartisipasi dalam mengeluarkan modal dan memutarnya. Ibarat 

penunggang kuda yang bentuk, ukuran, dan cara berjalannya adalah sama, 

maka tali kekang keduanya pun sama. Jadi setiap pihak dari keduanya 

sama sama mengeluarkan modal dan sama sama bekerja memutar modal 

tersebut dalam perkongsian.
31
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2. Rukun dan Syarat Syirkah inan 

a. Rukun Syirkah inan  

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama mazhab, 

menurut ulama hanafiah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qobul, 

sebab ijab dan qobul (akad) yang menentukan  adanya syirkah. 

Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian 

syirkah, dan harta adalah di luar hakekat dan dzatnya perjanjian 

syirkah.
32

  

b. Syarat Syirkah inan  

Syarat-syarat syirkah inan adalah sebagai berikut: 

1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakilkan. 

Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek 

perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil 

seluruh pihak yang berserikat. 

2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak 

yang berserikat di jelaskan ketika berlangsungnya akad. 

3) Keuntungan itu di ambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan 

dari harta lain.
33

 

 

Syarat syirkah inan berkaitan dengan bisnis yang dilakukan, 

pembagian hasil (laba dan rugi). 

1) Para syarik dalam syirkah inan di bolehkan membuat syarat-syarat 

yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan oleh masing-masing pihak syarik. 

2) Pembagian hasil; pada prinsipnya pembagian hasil (baca: 

laba/rugi) dalam syirkah inan di lakukan secara proporsional 

(sesuai dengan jumlah modal yang di sertakan). 

3) Kerusakan modal; ulama hanfiah dan syafi’iah berpendapat harta 

yang dijadikan modal usaha dalam perrkongsian menjadi sebab 

batalnya syirkah. 
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4) Usaha/bisnis yang dilakukan syarik; setiap akad syirkah inan 

terkandung akad wakalah.
34

 

 

c. Persyaratan minimum akad  

1) menggunakan judul/kata musyarakah. 

2) menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan. 

3) menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya. 

4) mencantumkan kontribusi dana masing-masing pihak dalam usaha 

ini. 

5) Mencantumkan porsi kerugian dibebankan sebanding dengan 

kontribusi dana masing-masing.
35

 

 

3. Hukum (Kepastian) Syirkah inan 

a. Syarat pekerjaan 

Dalam syirkah ‘inan dibolehkan kedua orang yang berserikat 

untuk menetapkan persyaratan bekerja. 

b. Pembagian keuntungan  

Menurut ulama hanafiyah, pembagian keutungan bergantung 

pada besarnya modal. 

c. Harta syirkah rusak  

Ulama hanafiyah dan syafi’iyah berpendapat, jika terjadi 

kerusakan pada harta sebelum dibelanjakan, atau pada salah satu harta 

belum dicampurkan, syirkah batal. 

d. Tasharruf (pendayagunaan) harta syirkah 

Setiap anggota perserikatan berhak memperjualbelikan harta 

syirkah, karena dalam syirkah ‘inan, seorang yang berserikat memiliki 

dan memberikan izin rekannya untuk mendayagunakan harta mereka, 
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juga diperbolehkan berbelanja, baik secara kontan maupun di 

tangguhkan.
36

 

D. Fiqh Muamalah  

1. Pengertian Fiqih Muamalah  

Fiqih muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fiqih dan muamalah. 

Pengertian fiqih secara bahasa berasal dari kata  faqiha, yafqahu, 

fiqihan  yang berarti mengerti, atau memahami. Pengertian fiqih menurut 

istilah sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai 

berikut:“fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat 

amaliah  yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqih adalah 

himpunan hukum-hukum syara’yang bersifat amaliah yang diambil dari 

dalil-dalil yang terperinci.  Adapun lafal muamalah berasal dari kata 

‘amala, yu’amilu, mu’amalatan yang artinya: “melakukan transaksi jual-

beli dengan orang lain atau semacamnya.
37

  

Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dirumuskan 

pengertian menurut istilah bahwa Fiqih muamalah adalah Ilmu tentang 

hukum-hukum syara’ yang mengatur hubungan atau interaksi antar 

manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.
38

 

Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang 

ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan 
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atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial 

kemasyarakatan.
39

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fiqih muamalah 

adalah  ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur hubungan 

antar manusia dalam perkara harta dan kebendaan.  

2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah 

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang 

lingkup muamalah yang bersifat adabiyah dan madiyah.  Ruang lingkup 

muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, 

tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran 

pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang 

bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta 

dalam hidup bermasyarakat. 

Ruang lingkup pembahasan madiyah ialah masalah jual beli (bai’ 

altijarah) gadai (rahn), jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhaman), 

pemindahan hutang (hiwalah), jatuh bangkrut (taflis), batasan bertindak 

(alhajru), perseroan atau perkongsian (al-shirkah), perseroan harta dan 

tenaga (al-mudharabah), sewa-menyewa (al-ijarah), pemberian hak guna 

pakai (al’ariyah), barang titipan (al-wadiah), barang temuan (al-luqathah), 

garapan tanah (al-mujara’ah), sewa-menyewa tanah (al-mukhabarah), upah 

(ujrat al amal), gugatan (al-shuf’ah), sayembara (al-ji’alah), pembagian 

kekayaan bersama (al-qismah), pemberian (al-hibah), pembebasan (al-
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ibra’), damai (al shulhu), dan ditam bah dengan masalah mu’ashirah 

(mahaditsah), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-

masalah baru lainnya.
40

 

3. Prinsip-prinsip Fiqih Muamalah 

Fiqih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang 

mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya 

adalah harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karenya 

menyangkut sesame agama dan hubungan muslim dan non muslim, namun 

antara hubungan muslim dan non-muslim ada aturan-aturan yang harus 

diketahui kebolehannya. Contohnya perdagangan mereka mungkin daging 

babi itu boleh untuk mereka namun haram untuk seorang muslim.
41

 

Kemudian ada beberapa prinsip yang menjadi acuan secara umum untuk 

kegiatan muamalat ini. Prinsi-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Muamalat adalah urusan duniawi 

Muamalat berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua 

perbuatan dilarang kecuali diperintahkan. Oleh karena itu semua yang 

diperintahkan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh 

Rasulullah saw.  

Sebaliknya dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang 

dilarang. Muamalat merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya 

diserahkan kepada manusia itu sendiri. Pada dasarnya muamalah 
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adalah semuanya boleh sebelum ada dalil yang membatalkan atau 

mengharamkannya. 

Dalam urusan duniawi, termasuk di dalamnya muamalat, 

bahwa Islam memberikan kebebasan asalkan tidak keluar dari 

ketentuan-ketentuan syara’. Salah satu contoh ketentuan syara’ adalah 

dilarangnya riba. Oleh karena itu semua transaksi yang dilakukan oleh 

manusia semuanya sah asalkan tidak mengandung riba. 

b. Didasarkan Atas Persetujuan Kedua Belah Pihak. 

Kerelaan kedua belah pihak merupakan asas yang paling 

penting untuk keabsahan setiap akad.  

c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum 

Dalam muamalat adat kebiasaan dijadikan dasar hukum, 

dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan 

hukum syara’. 

d. Tidak Boleh Ada yang Dirugikan 

Setiap transaksi dalam Islam, tidak boleh menimbulkan 

kerugian baik diri sendiri maupun orang lain.
42
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KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GOJEK  

DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Gojek 

1. Sejarah Aplikasi Gojek 

Perusahaan gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim, 

yang berpendidikan Master of Business Administration di Harvard 

Business School. Pemikiran munjul untuk mendirikan gojek berawal ketika 

seringnnya melakukan kegiatan berkerja yang menggunakan ojek karena 

jarak dan menghindari dari macet. Karena keadaan yang demikian 

munculah ide gagasan untuk membuat kegiatan lebih efisien dan terhindar 

dari macetnya ibu kota.
1
 

Selanjutnya Pada tanggal 13 Oktober 2010, lahirlah Gojek dan 

resmi berdiri dengan 20 orang driver. ketika Gojek muncul awalnya 

menggunakan telfon untuk menghubungkan penumpang dengan driver. 

berlanjut pada 2014, Nadiem Makarim selaku pemilik gojek mulai bermain 

dengan investasi. Selanjutnya pada 7 Januari 2015, gojek berhasir 

mengeluarkan aplikasi yang berbasis android dan iOS.
2
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2. Visi dan Misi Gojek 

a. Visi Gojek 

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. 

Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan 

pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian 

dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut 

mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya.
3
 

b. Misi Gojek 

Gojek Indonesia merupakan perusahaan startup asli Indonesia 

dengan misi sosial. Gojek Indonesia ingin meningkatkan 

kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar.  

Untuk dapat mewujudkannya, PT. Gojek Indonesia memiliki 

misi:  

1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur 

transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.  

2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah 

kepada pelanggan.  

3) Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat 

Indonesia.  

4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap 

lingkungan dan sosial.  
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5) Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait 

dengan usaha ojek online.
4
 

B. Klausa Baku Perjanjian Gojek 

1. Klausula Baku yang Merugikan Mitra  

a. Pasal 12.5 Laporan tertentu terkait Layanan Mitra 

Pasal 12.5 berisi: Terhadap Laporan tertentu terkait Layanan 

Mitra, Kami dapat, dengan kebijakan Kami sepenuhnya, memfasilitasi 

pertemuan antara Anda dan Pengguna atau Penumpang untuk tujuan 

penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan. Dalam hal 

demikian, jika Anda merasa tetap perlu mengambil tindakan lain, 

termasuk tindakan hukum apapun, Anda dapat melakukannya atas 

tanggung jawab pribadi Anda sepenuhnya.
5
 

Hal di atas tentu menjadikan driver sebagai pihak yang 

dirugikan karena dalam kerjasama atau syirkah tersebut, apabila ada 

keluhan dari pihak pelanggan, pihak Gojek hanya memfasilitasi 

adanya pertemuan untuk penyelesaian masalah secara damai saja, 

namun apabila sudah masuk ke ranah hukum, maka hal tersebut sudah 

menjadi tanggungjawab driver sendiri. 

b. Pasal 13.2 Pembekuan Akun  

Pasal 12.5 berisi: Akun Anda dapat dibekukan untuk sementara 

waktu (suspend) atau dapat dibekukan secara permanen (putus mitra), 

dengan pemberitahuan yang wajar, tanpa mengesampingkan hak Kami 
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dan/atau tindakan pemulihan lain yang Kami lakukan, karena hal-hal, 

termasuk namun tidak terbatas.
6
 

Pada praktiknya, pembekuan akun tersebut biasanya tanpa 

sepengetahuan driver, dan driver tidak diberi ruang untuk melakukan 

pembelaan atas penyebab pembekuan akun. Hal tersebut tentu 

merugikan, menyulitkan, dan memberatkan pihak driver. 

c. Pasal 14.1 Tindakan Asusila, Pelanggaran, Kejahatan atau 

tindakan lain yang bertentangan dengan Ketentuan Mitra 

Pasal 12.5 berisi: Apabila Kami mengetahui atau mempunyai 

alasan yang cukup untuk menduga bahwa Anda telah melakukan 

tindakan asusila, pelanggaran, kejahatan atau tindakan lain yang 

bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan Mitra ini dan/atau Hukum 

yang Berlaku, baik yang dirujuk dalam Ketentuan Penggunaan Mitra 

ini atau tidak, maka Kami berhak untuk dan dapat membekukan Akun, 

baik sementara atau permanen, dan menghentikan akses Anda terhadap 

Aplikasi Mitra, termasuk Layanan Gojek dan seluruh fitur yang 

terdapat di dalamnya, melakukan pemeriksaan, menuntut ganti 

kerugian, melaporkan kepada pihak berwenang dan/atau mengambil 

tindakan lain yang Kami anggap perlu, termasuk tindakan hukum 

pidana maupun perdata.
7
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Pasal tersebut di atas, tentu dapat merugikan driver karena 

driver tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dari sebab 

pembekuan akun. 

d. Pasal 20.1  Ketentuan Penggunaan Mitra Merupakan Perjanjian 

dalam Bentuk Elektronik 

Pasal 12.5 berisi: Anda mengerti dan setuju bahwa Ketentuan 

Penggunaan Mitra ini merupakan perjanjian dalam bentuk elektronik 

dan tindakan Anda menekan tombol ‘saya setuju ’atau ‘I have read and 

Agree’ saat melakukan ‘log in’ ke dalam Akun merupakan persetujuan 

aktif Anda untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Kami 

sehingga keberlakuan Ketentuan Penggunaan Mitra ini adalah sah dan 

mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan 

Aplikasi Mitra dan Layanan Gojek oleh Anda.
8
 

Pasal tersebut pada  kenyataannya memberatkan salah satu 

pihak karena terdapat pencantuman klausul kontrak yang seharusnya 

juga dibebankan kepada pihak Gojek, tapi hanya dibebankan kepada 

mitra kerja (driver). 

e. Pasal 20.2 Mitra Tidak akan Melakukan Tuntutan Atau 

Keberatan 

Pasal 12.5 berisi: Anda tidak akan melakukan tuntutan atau 

keberatan apapun terhadap keabsahan dari Ketentuan Penggunaan 
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Mitra yang dibuat dalam bentuk elektronik.
9
 Pasal tersebut tentunya 

membuat salah satu pihak yaitu mitra kerja (driver) tidak memiliki 

kebebasan dalam membuat akad dan syarat pada perjanjian tersebut. 

2. Klausula Baku yang Merugikan Pihak Gojek 

a. Pasal 15.2 Penggunaan Aplikasi Mitra atau Layanan Gojek untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang dapat atau dianggap dapat 

menimbulkan kerugian orang lain 

Pasal 15.2 berisi: Anda memahami dan setuju untuk 

menggunakan Aplikasi Mitra dan Layanan Gojek hanya untuk tujuan 

sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Penggunaan Mitra ini dan 

tidak menyalahgunakan atau menggunakan Aplikasi Mitra atau 

Layanan Gojek untuk tujuan penipuan, menyebabkan 

ketidaknyamanan kepada orang lain, melakukan pemesanan palsu atau 

tindakan-tindakan lain yang dapat atau dianggap dapat menimbulkan 

kerugian dalam bentuk apapun terhadap orang lain.
10

 

Hal tersebut dapat merugikan pihak Gojek karna saat ini 

banyak terjadi kasus pelanggaran dan kecurangan dalam penggunaan 

aplikasi Gojek, yang paling sering terjadi bahkan sampai sekarang pun 

masih terjadi yaitu kasus order fiktif yang dilakukan oleh oknum-

oknum yang tidak bertanggungjawab bahkan ada juga dari pihak 

driver gojek itu sendiri. 
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b. Pasal 4.7 Penggunaan Akun Mitra oleh Orang Lain tanpa 

Sepengetahuan Atau Persetujuan Mitra 

Segera beritahukan Kami jika Anda mengetahui atau menduga 

bahwa Akun Anda telah digunakan tanpa sepengetahuan atau 

persetujuan Anda. Kami akan melakukan tindakan yang Kami anggap 

perlu terhadap penggunaan tanpa persetujuan tersebut. Kami tidak 

bertanggung jawab apabila Akun Anda telah digunakan tanpa 

sepengetahuan atau persetujuan Anda.
11

 

Pasal tersebut dapat  merugikan pihak Gojek karena terkadang 

ada penggunaan akun yang dilakukan oleh orang lain selain driver 

tersebut. Hal ini dapat terjadi karena terkadang ada jual beli akun 

driver. Pihak Gojek juga dapat mengalami kerugian karena pihak 

Gojek dapat dihukum secara administratif apabila terdapat 

ketidaksesuaian identitas pengemudi dengan identitas yang tertera di 

aplikasi. 

C. Analisis Klausa Baku Perjanjian Gojek dalam Perspektif Fiqh Muamalah 

1. Klausula Baku yang Merugikan Mitra  

a. Pasal 12.5 Laporan tertentu terkait Layanan Mitra 

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila terdapat laporan terkait 

pelayanan dari driver maka pihak Gojek dapat, dengan kebijakan 

Gojek sepenuhnya, memfasilitasi pertemuan antara driver dan 

Pengguna atau Penumpang untuk tujuan penyelesaian masalah secara 
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damai dan kekeluargaan. Dalam hal demikian, jika driver merasa tetap 

perlu mengambil tindakan lain, termasuk tindakan hukum apapun, 

driver dapat melakukannya atas tanggung jawab pribadi driver 

sepenuhnya. 

Hal di atas tentu menjadikan driver sebagai pihak yang 

dirugikan karena dalam kerjasama atau syirkah tersebut, apabila ada 

keluhan dari pihak pelanggan, pihak Gojek hanya memfasilitasi adanya 

pertemuan untuk penyelesaian masalah secara damai saja, namun 

apabila sudah masuk ke ranah hukum, maka hal tersebut sudah 

menjadi tanggungjawab driver sendiri. Hal tersebut tidaks sesuai 

dengan fiqh muamalah karena yang dimaksud dengan syirkah adalah 

kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang 

keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.
12

 Hal tersebut juga 

bertentangan dengan definisi syirkah inan yang berarti adalah 

persekutuan dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara 

bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. 
13

 

b. Pasal 13.2 Pembekuan Akun  

Pasal ini memuat tentang Akun driver dapat dibekukan untuk 

sementara waktu (suspend) atau dapat dibekukan secara permanen 

(putus mitra). Namun pembekuan akun tersebut terkadang tanpa 

sepengetahuan driver, dan driver tidak diberi ruang untuk melakukan 
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pembelaan atas penyebab pembekuan akun. Hal tersebut tentu 

merugikan, menyulitkan, dan memberatkan pihak driver. 

Hubungan kerjasama dalam Islam mengedepankan asas 

hubungan kesetaraan. Ini berarti Islam sangat menjunjung prinsip 

kesetaraan. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak 

yang melakukan muamalah mempunyai kedudukan yang sama atau 

setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan 

oleh para pihak yang melakukan muamalah karena sangat erat 

hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam 

muamalah yang dibuatnya.
14

 Hukum Islam menuju kepada toleransi, 

persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang ma’ruf mencegah yang 

munkar. Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan 

menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat 

manusia.
15

 

Pada praktiknya driver bisa terkena pemutusan perjanjian 

walaupun mereka tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut. Hal 

tersebut dikarenakan cara mendeteksi pelanggaran kode etik tersebut 

menggunakan sistem dan terdapat banyak celah yang ada di sistem 

tersebut yang berakibat merugikan para mitra kerja (driver). Hal 

tersebut bertentangan dengan Firman Allah SWT dalam surat Al- 

Anfal yang berbunyi:  
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                        

        

Artinya: dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) 

pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian 

itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berkhianat.”(Q.S. Al- Anfal: 58).
16

 

c. Pasal 14.1 Tindakan Asusila, Pelanggaran, Kejahatan atau 

tindakan lain yang bertentangan dengan Ketentuan Mitra 

Pasal ini menjelaskan tentang pihak Gojek apabila mengetahui 

atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa Anda telah 

melakukan tindakan asusila, pelanggaran, kejahatan atau tindakan lain 

yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan driver ini dan/atau 

Hukum yang Berlaku, maka pihak Gojek dapat berhak untuk dan dapat 

membekukan Akun, baik sementara atau permanen. Bahkan pihak 

Gojek dapat melakukan pemeriksaan, menuntut ganti kerugian, 

melaporkan kepada pihak berwenang dan/atau mengambil tindakan 

lain yang dianggap oleh Gojek perlu, termasuk tindakan hukum pidana 

maupun perdata. 

Hal tersebut di atas, tentu dapat merugikan driver karena driver 

tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dari sebab 

pembekuan akun. Pada praktiknya, pihak pengelola aplikasi tidak 
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memberikan kesempatan bagi pihak driver untuk memberikan 

pendapat, saran, maupun komplain ketika terjadi permasalahan di atas. 

Pihak pengelola membuat keputusan tersebut secara sepihak sehingga 

pihak Gojek membuat isi keputusan yang lebih menguntungkan 

daripada pihak driver. 

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh 

muamalah yang menyatakan bahwa pelaksanaan asas dalam muamalah 

dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan 

keadaan, memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan 

memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan 

dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang 

terlibat dalam muamalah tersebut.
17

 

d. Pasal 20.1  Ketentuan Penggunaan Mitra Merupakan Perjanjian 

dalam Bentuk Elektronik 

Pasal ini menjelaskan  bahwa perjanjian yang dibuat antara 

pihak Gojek dengan driver merupakan perjanjian dalam bentuk 

elektronik dan tindakan driver menekan tombol persetujuan saat 

melakukan “log in” merupakan sebuah persetujuan untuk mengikatkan 

diri dalam perjanjian dengan Gojek sehingga keberlakuan Ketentuan 

Penggunaan Mitra ini adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus 

berlaku sepanjang penggunaan Aplikasi Mitra dan Layanan Gojek oleh 

driver. 
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Saat ini, banyak kontrak dibuat secara baku dengan beberapa 

klausul yang terdapat pada kontrak tersebut dapat memberatkan salah 

satu pihak saja. Memberatkan salah satu pihak maksudnya adalah 

adanya pencantuman klausul kontrak yang seharusnya juga 

dibebankan kepada pihak Gojek, tapi hanya dibebankan kepada mitra 

kerja (driver), terutama dalam hal ini yaitu kontrak kemitraan. Kontrak 

baku Perjanjian Kemitraan ini tidak mengandung beberapa asas 

kebebasan berkontrak dalam hukum Islam, yaitu asas kemaslahatan 

(tidak memberatkan), asas keadilan (keseimbangan) dan asas 

kebebasan berkontrak, tidak menjadikan kontrak ini batal, karena 

kedua belah pihak telah sama-sama rela untuk bekerja sama melalui 

kontrak baku ini. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, banyak sekali 

driver yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak setuju dengan 

beberapa klausul/ peraturan dibuat oleh pihak Gojek. Akan tetapi 

mereka menyetujuinya karena kebutuhan ekonomi yang memaksa 

mereka untuk menyetujui perjanjian tersebut. Mereka menyadari 

bahwa posisi mereka lemah dan tidak bisa merundingkan isi perjanjian 

tersebut yang memang dibuat sedemikian rupa. 

Akibatnya, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang 

melakukan perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak 

yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Dalam hal ini, kontrak 

elektronik (e-contract) sah dilakukan karena tidak ada larangan yang 
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secara tegas tidak memperbolehkan tindakan tersebut. Akan tetapi, 

dalam pelaksanaannya kontrak elektronik (econtract) yang memuat 

perjanjian baku tersebut belum menerapkan asas yang terdapat dalam 

fiqh muamalah yaitu prinsip keseimbangan, keadilan dan kebebasan 

berkontrak. 

Pada prinsip Keseimbangan, Dalam beraktivitas di dunia kerja 

dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Kebebasan 

merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi 

kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan 

individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi 

seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja 

dengan segala potensi yang dimilikinya.
18

  

Kontrak kemitraan antara para pihak di Gojek tersebut kurang 

mencerminkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban yang dapat 

berakibat timbulnya suatu kezaliman. Hal tersebut dapat terlihat dari 

isi perjanjian kemitraan tersebut. PT. Gojek Indonesia bebas untuk 

secara sepihak menetapkan jumlah bagi hasil, serta melakukan 

tindakan suspend, dan pemutusan hubungan perjanjian secara sepihak 

jika mitra terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, tanpa 

membuktikan kepada pihak manapun jika driver tersebut melakukan 

pelanggaran kode etik. 
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e. Pasal 20.2 Mitra Tidak akan Melakukan Tuntutan Atau 

Keberatan 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa  driver tidak boleh 

melakukan tuntutan atau keberatan apapun terhadap keabsahan dari 

Ketentuan Penggunaan Mitra yang dibuat dalam bentuk elektronik. 

Penetapan perjanjian baku pada Perjanjian Kemitraan PT. 

Gojek Indonesia, salah satu pihak yaitu mitra kerja (driver) tidak 

memiliki kebebasan dalam membuat akad dan syarat pada perjanjian 

tersebut. Terkait dengan masalah kebebasan dalam membuat akad serta 

hubungannya dengan kerelaan, para ulama telah sepakat bahwa 

kerelaan merupakan landasan pokok untuk keabsahan akad.
19

 

Kehendak para pihak dalam mengadakan suatu akad itu terbagi 

kepada dua macam, yaitu kehendak batin (niat atau maksud) dan 

kehendak lahir (shigat), Kehendak batin dapat dapat terwujud dengan 

adanya kerelaan (ar-ridha) dan pilihan (al-khiyar). Ulama Hanafiyah 

menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan adalah dua hal yang berbeda, 

karena apabila terdapat kerelaan pasti ada pilihan, Akan tetapi, ulama 

selain Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan itu adalah 

sama. Adapun kehendak lahir, ialah suatu shigat atau yang menempati 

tempatnya, seperti perbuatan yang mengungkapkan kehendak batin. 
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Apabila kehendak lahir dan batin itu sesuai maka akad dinyatakan 

sah.
20

 

2. Klausula Baku yang Merugikan Pihak Gojek 

a. Pasal 15.2 Penggunaan Aplikasi Mitra atau Layanan Gojek untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang dapat atau dianggap dapat 

menimbulkan kerugian orang lain 

Banyak terjadi kasus pelanggaran dan kecurangan dalam 

penggunaan aplikasi Gojek, yang paling sering terjadi bahkan sampai 

sekarang pun masih terjadi yaitu kasus order fiktif yang dilakukan oleh 

oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab bahkan ada juga dari 

pihak driver gojek itu sendiri. 

Order fiktif adalah adalah pemesanan palsu yang dilakukan 

oleh beberapa oknum, oknum yang satu berperan sebagai pemesan, 

oknum satunya sebagai driver. Pemesanan dilakukan seolah-olah 

terjadi pengantaran padahal tidak. Order fiktif ini dilatarbelakangi dari 

adanya sistem bonus dalam gojek itu sendiri, sehingga jika seorang 

driver semakin banyak melakukan order maka semakin banyak juga 

mendapat bonus. Hal inilah yang dimanfaatkan para oknum untuk 

meraup keuntungan secara illegal. 

Adapula penggunaan aplikasi selain Gojek. Pada Kasus ini, 

seorang pelaku menggunakan aplikasi khusus dalam menjalankan 

praktiknya. Oknum driver menggunakan aplikasi seperti fake GPS 
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untuk mengelabui sistem gojek. Cara kerjanya pelaku menggunakan 

dua smartphone, handphone yang satu digunakan sebagai pemesan 

yang satunya digunakan sebagai driver. Jadi aplikasi ini membebaskan 

si pelaku menaruh posisi baik itu posisi driver maupun posisi 

customer. Ketika order dijalankan sang pelaku hanya tinggal 

menggeser posisi driver di peta lokasi smartphone dangan jari 

sehingga seakan-akan sang driver melakukan perjalanan antar jemput. 

Para pelaku dalam melakukan praktik kejahatannya pasti memiliki 

tujuan dan motif. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk 

mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin.  

Hal-hal di atas tentu dapat merugikan pihak Gojek. Hal-hal di 

atas juga berarti driver tidak memenuhi prinsip tanggungjawab, 

kebenaran, dan kejujuran dalam bermuamalah. Prinsip tanggung jawab 

dalam fiqh muamalah yaitu manusia perlu mempertanggungjawabkan 

tindakannya.  Sedangkan kebenaran dan kejujuran, kebenaran dalam 

konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari 

kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. 

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagia niat, sikap dan 

perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari 

atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses 

upaya meraih atau menetapkan keuntungan.
21
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b. Pasal 4.7 Penggunaan Akun Mitra oleh Orang Lain tanpa 

Sepengetahuan Atau Persetujuan Mitra 

Hubungan hukum antara perusahaan Gojek dengan driver 

sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah 

hubungan kemitraan. Status hubungan kemitraan ini juga ditegaskan 

dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.12 

Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda 

Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Permenhub 

12/2019), sebagai berikut: Hubungan antara Perusahaan Aplikasi 

dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan. 

Pada dasarnya hak dan kewajiban perusahaan Gojek dan driver 

dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan yang disepakati antara kedua 

belah pihak. Apabila pemilik akun selaku mitra melanggar ketentuan 

dalam perjanjian kemitraan, maka pihak Gojek dapat memberikan 

sanksi sesuai kesepakatan, guna melindungi kepentingan masyarakat 

pengguna aplikasi. 

Hanya saja, terkadang ada penggunaan akun yang dilakukan 

oleh orang lain selain driver tersebut. Hal ini dapat terjadi karena 

terkadang ada jual beli akun driver. Apabila jual beli yang 

dimaksudkan atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, 

maka pelaku dapat dijerat dengan pasal sesuai dengan tindak pidana 

yang dilakukan. Misalnya, seseorang membeli akun untuk melakukan 
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orderan fiktif, maka ia dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang 

berlaku.  

Dalam hal ini, jika si driver tidak mengetahui dan tidak turut 

serta dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pembeli akun, maka 

ia tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang 

dilakukan oleh si pembeli akun. Sebaliknya, jika penjual turut serta 

dalam tindak pidana yang dilakukan si pembeli maka ia dapat 

dimintakan pertanggungjawaban pidana. 

Di sisi lain pihak Gojek juga dapat mengalami kerugian karena 

pihak Gojek juga dapat dihukum secara administratif apabila terdapat 

ketidaksesuaian identitas pengemudi dengan identitas yang tertera di 

aplikasi. 

Hal di atas tidak sejalan dengan asas keadilan dalam fiqh 

muamalah, sebagaimana dijelaskan oleh Manan, asas keadilan (al-

‘Adalah) berarti pelaksanaan asas ini dalam muamalah dituntut untuk 

berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, 

memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan memenuhi 

segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya 

secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam 

muamalah tersebut.
22
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, klausula Baku 

Pada Perjanjian Gojek belum sesuai dengan prinsip maupun asas fiqh 

muamalah, seperti prinsip ataupun asas keseimbangan, kesetaraan, kejujuran, 

keadilan dan kebebasan berkontrak. Pada praktiknya driver dapat terkena 

pemutusan perjanjian walaupun mereka tidak pernah melakukan pelanggaran 

yang menjadi penyebab pemutusan perjanjian. Selain itu, pihak Gojek juga 

tidak memberikan kesempatan bagi pihak driver untuk memberikan pendapat, 

saran, maupun komplain. Kerugian dari pihak Gojek yaitu apabila penggunaan 

aplikasi mitra atau layanan gojek untuk melakukan tindakan-tindakan yang 

dapat atau dianggap dapat menimbulkan kerugian orang lain. Hal ini seperti 

kasus order fiktif yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjawab bahkan ada juga dari pihak driver gojek itu sendiri. 

Adapula penggunaan akun yang dilakukan oleh orang lain selain driver yang 

terdaftar di aplikasi Gojek.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:  
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1. Untuk bentuk penerapan klausula baku pada perjanjian kemitraan yang 

ditetapkan oleh pihak Gojek diharapkan kepada manajemen agar membuat 

dan memperbaiki kontrak baku yang sesuai dengan prinsip dasar 

perjanjian dalam Islam, yaitu prinsip keseimbangan, kejujuran, kesetaraan, 

keadilan, dan kebebasan berkontrak, serta memberikan penjelasan kepada 

driver terkait kode etik dan isi dari kontrak elektronik tersebut secara 

terperinci. 

2. Pihak manajemen Go- Jek diharapkan dapat memberikan kesempatan dan 

melakukan negosiasi kepada driver untuk melakukan komplain apabila 

hak-haknya dalam Perjanjian Kemitraan tersebut dirugikan oleh pihak 

perusahaan, serta mendirikan lembaga yang khusus menangani 

permasalahan di luar perusahaan tersebut. 

3. Kepada  driver  agar tidak melakukan hal-hal seperti menjual akun driver 

karena hal tersebut melanggar kode etik dari  perjanjian dengan Gojek dan 

hal tersebut dapat dibawa  ke ranah hukum.  
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